BAB 111
GAMBARAN KASUS NOMOR 03004-040-0074-2015 TENTANG

KEWARISAN

A. Enakmen Waris
Ada 3 undang-undang utama yang dibenarkan atau diakui negara
dalam urusan harta waris atau harta pusaka yaitu® :
1. Akta Harta Pusaka Kecil (pembahagian) 1955 (Akta 98)
2. Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97)
3. Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532)
Di samping itu, terdapat beberapa undang-undang pendukung atau
yang berkaitan dengan permasalahan harta warisan atau harta pusaka di
Malaysia, yaitu** :
1. Akta tanah (Kawasan-kawasan penempatan berkelompok) 1960
2. Enakmen Rizab Melayu Negeri-Negeri
3. Enakmen Pentadbiran Agama Islam
4. Kanun Tanah Negara 1965
5. Undang-Undang Penama
6. Akta Pemegang Amanah 1949
7. Akta Surat Kuasa Wakil 1949

8. Customary Tenure Enacment

*3 Kertas kerja faraid siri 3 tahun 2014, h. 8
“ Ibid, h. 9-10
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9. Peraturan-Peraturan Harta Pusaka Kecil (pembahagian) 1955 dan aturan-
aturan yang berkaitan
10. Akta Pengambilan Tanah 1960
11. Akta Tafsiran 1948 dan 1967
Ada empat institusi yang berhak mengurus kasus yang berkaitan
dengan pembagian harta pusaka atau harta waris, yaitu **:
1. Amanah Raya Berhad
Institusi yang berhak membagikan atau menentukan pembagian
harta pusaka ringkas, harta pusaka ringkas ialah harta pusaka yang
ditinggalkan oleh si mati yang terdiri dari harta alih saja yang nilainya
tidak melebihi RM 600,000, dalam hal penuntutan menggunakan Undang-
Undang Akta 97 dan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532).
2. Seksyen Pembahagian Pusaka Atau Pejabat Tanah
Di tingkat negeri atau daerah dikenal sebagai unit pembahagian
pusaka, yang berhak menentukan pembagian harta si mati yang
meninggalkan harta alih dan harta tak alih dan nilainya tidak melebihi RM
600,000 serta tidak meninggalkan wasiat, dalam hal penuntutan
menggunakan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98).
(Pindaan nilaian pusaka kecil kepada RM2,000,00 akan dikuatkuasakan

tidak lama lagi).

* |SU-ISU PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM DALAM KONTEKS
PERUNDANGAN MALAYSIA. Oleh: Tuan Haji Wan Abdul Halim bin Wan Harun Jabatan Ketua
Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
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3. Mahkamah Tinggi

Institusi yang berhak membagikan atau menentukan pembagian
harta pusaka besar, harta pusaka besar adalah harta pusaka yang
ditinggalkan oleh si mati yang jumlahnya melebihi RM 2000,000, serta di
dalamnya terdapat harta alih dan tidak alih maupun salah satu dari
keduanya serta si mati juga meninggalkan wasiat, dalam hal penuntutan
menggunakan Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97).

4. Mahkamah Syari’ah

Institusi yang berhak membagikan atau menentukan pembagian
harta pusaka kecil, harta pusaka kecil adalah harta pusaka yang
ditinggalkan oleh si mati yang jumlahnya tidak lebih dari RM 2000,000,
serta tidak ada wasiat dari si mati dan di dalamnya terdapat harta alih dan
tidak alih maupun salah satu dari keduanya®, dalam hal penuntutan
menggunakan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)1955 (Akta 98).

Sebenarnya penentuan pembagian harta pusaka atau harta warisan
tidak hanya tertumpu atau tertuju pada satu undang-undang saja akan
tetapi mencakup semua undang-undang dan hukum yang berkaitan
dengannya. Misalnya kasus harta pusaka kecil, undang-undang utamanya
dalah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)1955 (Akta 98) dan
peraturan-peraturan lainnya, seperti masalah administrasi yang berkaitan
dengan tatacara permohonan, memproses serta etika dalam beracara dan

perintah pembagian harta pusaka yang dikeluarkan oleh pihak yang

*® subseksyen 3(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) (Pindaan) 2008 [Akta 1331]
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berwenang. Dalam penentuan waris serta bagian masing-masingnya
diperlukan kemampuan dan kemahiran dalam bidang mawaris yang cukup
memadai, oleh kerana pusaka kecil wujud berasaskan kepada harta tak
alih, semua undang-undang berkaitan dengan tanah mesti difahami oleh
setiap Pegawai Pembahagian Pusaka selaku Pentadbir Tanah yang
mengendalikan kasus pembahagian pusaka, antaranya®’:
a. Kanun Tanah Negara 1965
b. Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.
c. Akta Hak milik Strata.
d. Enakmen Rizab Melayu Negeri-negeri.
e. Akta Pengambilan Tanah 1960.

Di samping itu undang-undang sivil yang berkaitan juga menjadi
rujukan antaranya:
a. Akta Keterangan, 1950 (disemak 1971)
b. Akta Tafsiran 1948 & 1967
c. Age of Majority Act 1971 (Act 21)
d. Guardianship of Infants Act 1961 (Act 351)
e. Akta Kontrek 1950
f. Trustee Act 1949 (Act 208)
g. Power of Attorney Ordinance 1949

h. Akta Surat Kuasa Wakil 1949 (Akta 424)

" ISU-ISU PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ORANG ISLAM DALAM KONTEKS
PERUNDANGAN MALAYSIA. Oleh: Tuan Haji Wan Abdul Halim bin Wan Harun Jabatan Ketua
Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak
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Adapun hukum syara’ yang berkaitan di antaranya:
a. Hukum faraid.

b. Hukum wasiat.

c. Hukum hibah.

d. Harta sepencarian.

e. Sah taraf anak/anak angkat.

B. Duduk Perkara

Pemohon, MD Safperi bin Jusoh beragama Islam, bertempat tinggal di
Lot 147 Kampung Chanas 17500, Tanah Merah, Kelantan, dengan Nomor
kartu tanda penduduk 690826-03-5295 yang dalam hal ini merupakan suami
dari si mati yakni ; Rubiah binti Ismail Bergama Islam, umur 47 tahun,
meninggal dunia karena penyakit kanker ovari pada tanggal 21 Februari 2014
pukul 06.45 Am, alamat terakhir Lot 147 Kampung Chanas 17500, Tanah
Merah, Kelantan, dengan Nomor kartu tanda penduduk 670221-03-5032.
Mahkamah Rendah Syari’ah, telah membaca surat-surat perkara, serta telah
mendengar para pemohon serta bukti-bukti di persidangan ;

Adapun duduk perkaranya yaitu®® :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
12 Februari 2015 yang telah terdaftar di Mahkamah Rendah Syari’ah dengan
Nomor register 03004-040-0074-2015 tanggal 12 Februari 2015,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*® putusan Kasus No. 03004-040-0074-2015 tentang permohonan faraid
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Bahwa, di Lot 147 Kampung Chanas 17500, Tanah Merah, Kelantan, telah

meninggal dunia istri pemohon pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 06.45

Am karena sakit kanker ovari dan semasa hidupnya almarhum ISTRI

PEMOHON menikah dengan seorang laki-laki bernama MD Safperi bin

Jusoh (pemohon) sebagaimana kutipan surat nikah No. 173239;

Bahwa, almarhum istri pemohon selain meninggalkan pemohon

(suaminya) juga satu orang anak yang bernama Siti Nur Alya binti MD

Safperi dan meninggalkan ahli waris lainnya yaitu Norita binti Ismail (adik

almarhum), Noor Riza binti Ismail (adik almarhum), Norida binti Ismail

(adik almarhum), Norhartini binti Ismail (adik almarhum);

Bahwa almarhum selain meninggalkan ahli waris, almarhum juga

meninggalkan beberapa harta yang dalam hal ini merupakan kepemilikan

almarhum vyaitu :

a. Berupa tabungan di bank sebesar RM 15.000

b. Kendaraan roda empat atau mobil dengan merek Proton yang masih
dalam angsuran atau kendaraan yang dibeli secara kredit.

c. Tanah seluas 20 X 30 M?yang berada di Trengganu

Bahwa tabungan di bank yang sejumlah RM 15.000, supaya tercatat atas

nama pemohon sebagai ahli waris yang sah

Bahwa harta warisan almarhum Rubiah binti Ismail tersebut sepenuhnya

harta warisan almarhum, maka pemohon sebagai ahli waris berhak

sepenuhnya mewarisi harta warisan tersebut
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6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum maka ahli waris dari almarhum
Rubiah binti Ismail tersebut berhak mewarisi harta warisan dari pewaris
yakni almarhum Rubiah binti Ismail dengan pembagiannya menurut
ketentuan ajaran agama Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada
Mahkamah Rendah Syari’ah agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pemohon MD Safperi bin Jusoh
(suami) adalah ahli waris dari almarhum Rubiah binti Ismail (istri) yang
telah meninggal dunia karena penyakit kanker ovari pada tanggal 21
Februari 2014 pukul 06.45 Am, alamat terakhir Lot 147 Kampung Chanas
17500, Tanah Merah, Kelantan, dengan Nomor kartu tanda penduduk
670221-03-5032;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa tabungan di bank sebesar RM 15.000,
mobil merek Proton serta tanah seluas 20 X 30 M? yang berada di
Trengganu merupakan harta warisan yang ditinggalkan almarhum Rubiah
binti Ismail (istri) yang belum dibagi waris kepada pemohon MD Safperi
bin Jusoh (suami) ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk
persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan, yang

kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut ;
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Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang prinsip — prinsip tentang
Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut
sesuai dengan kewenangan Mahkamah Rendah Syari’ah dalam menetapkan
permohonan penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon juga menyatakan
bahwa almarhum Rubiah binti Ismail (istri) saat meninggal dunia dalam
keadaan beragama Islam, demikian pula ayah maupun ibu kandung dari
almarhum Rubiah binti Ismail (istri) tersebut, telah meninggal dunia terlebih
dahulu beberapa tahun sebelumnya, sehingga saat ini ahli waris dari almarhum
Rubiah binti Ismail (istri) tersebut adalah Pemohon dalam kedudukan sebagai
duda ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut *°:

1. Bukti Surat
a. Fotokopi kartu tanda penduduk, yang masing-masing :
1) Nomor 690826-03-5295 atas nama MD Safperi bin Jusoh sebagai
pemohon tertanggal 12 Februari 2015.

2) Nomor 670221-03-5032 atas nama Rubiah binti Ismail sebagai

yang mewarisi

3) Nomor 931015-03-4711 atas nama Siti Nur Alya binti MD Safperi

sebagai anak pemohon

*° putusan Kasus No. 03004-040-0074-2015 tentang permohonan faraid
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4) Nomor 730320-03-5726 atas nama Norita binti Ismail sebagai adik
dari almarhum
5) Nomor 700205-03-5352 atas nama Noor Riza binti Ismail sebagai
adik dari almarhum.
6) Nomor 811020-03-5710 atas nama Norhartini binti Ismail sebagai
adik dari almarhum.
7) Nomor 790927-03-5030 atas nama Norida binti Ismail sebagai adik
dari almarhum.
b. Fotokopi surat nikah dengan Nomor 173239
c. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama almarhum Rubiah binti
Ismail (istri) yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dengan Nomor
D 970844 yang terdaftar di JPN Daerah Tanah Merah yang
ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahman sebagai kepala
Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian Malaysia.
d. Fotokopi surat Jabatan Pengangkutan Malaysia Perakuan Pendaftaran
Kendaraan yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan.
2. Saksi-Saksi
a. Zarah binti Munawarah, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Kampung Chanas 17500, Tanah Merah, Kelantan. Di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut™ :
1) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum, karena saksi

merupakan tetangga pemohon dan almarhum.

*0 Zarah binti Munawarah (tetangga pemohon), wawancara, Kelantan, 12 Januari 2017
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2) Bahwa, saksi tahu bahwa dahulu Pemohon MD Safperi bin Jusoh
pernah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan
seorang perempuan yang bernama Rubiah binti Ismail

3) Bahwa, Saksi tahu dan kenal dengan almarhum Rubiah binti Ismail
tersebut, yang saat ini telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 21
Februari 2014 pukul 06.45 Am karena penyakit kanker ovari

4) Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, almarhum Rubiah binti Ismail
hanya pernah menikah dengan Pemohon

5) Bahwa, Saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan almarhum,
dikaruniai 1 orang anak, yaitu Siti Nur Alya binti MD Safperi

6) Bahwa, saksi tahu Pemohon MD Safperi bin Jusoh dengan
almarhum Rubiah binti Ismail, tidak pernah bercerai hingga
kemudian almarhum Rubiah binti Ismail meninggal dunia, dan
selama hidupnya tersebut almarhum Rubiah binti Ismail tidak
mempunyai anak angkat ;

7) Bahwa, setahu saksi, almarhum Rubiah binti Ismail tidak
mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan ;

b. Muhammad Faisal bin Azizuddin, umur 39 tahun, agama Islam,
bertempat tinggal di Kampung Chanas 17500, Tanah Merah, Kelantan.
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut *:

1) Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon MD Safperi bin Jusoh sejak

lama sekali, karena saksi merupakan teman akrab sekaligus

1 Muhammad Faisal bin Azizuddin (sahabat pemohon, Wawancara, Kelantan, 12 Januari
2017
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tetangga pemohon MD Safperi bin Jusoh dan almarhum Rubiah
binti Ismail.

2) Bahwa, saksi tahu bahwa dahulu Pemohon MD Safperi bin Jusoh
pernah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan
seorang perempuan yang bernama Rubiah binti Ismail.

3) Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, Pemohon MD Safperi bin
Jusoh hanya pernah menikah dengan Rubiah binti Ismail, yang hal
itu saksi ketahui karena saksi kenal dengan mereka berdua sejak
keduanya belum menikah, dan hingga meninggal dunia.

4) Bahwa, Saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan almarhum,
dikaruniai 1 orang anak, yaitu Siti Nur Alya binti MD Safperi

5) Bahwa, saksi tahu Pemohon MD Safperi bin Jusoh dengan
almarhum Rubiah binti Ismail, tidak pernah bercerai hingga
kemudian almarhum Rubiah binti Ismail meninggal dunia, dan
selama hidupnya tersebut almarhum Rubiah binti Ismail tidak
mempunyai anak angkat ;

6) Bahwa, setahu saksi, almarhum Rubiah binti Ismail tidak
mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana

permohonannya.
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C. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka
persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, pada
pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli
waris dari seorang yang bernama Rubiah binti Ismail yang hingga
meninggalnya tetap beragama Islam, dan hingga saat meninggalnya tersebut,
almarhum tidak meninggalkan pesan-pesan berupa wasiat kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diberikan baik berupa surat-surat
maupun para saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat di
persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing — masing saksi
di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri
oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian
serta berkaitan, yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan Pemohon
terhadap almarhum Rubiah binti Ismail yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Rubiah binti Ismail, dan
selama hidupnya tersebut menikah 1 ( satu ) kali dengan seorang Laki-laki

yang bernama MD Safperi bin Jusoh ;
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2. Bahwa almarhum Rubiah binti Ismail telah meninggal dunia karena
penyakit kanker ovari pada tanggal 21 Februari 2014 pukul 06.45 Am

3. Bahwa dalam perkawinan MD Safperi bin Jusoh dengan almarhum Rubiah
binti Ismail dikaruniai satu orang anak yang bernama Siti Nur Alya binti
MD Safperi.

4. Bahwa almarhum Rubiah binti Ismail tidak mempunyai anak angkat dan
tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta — fakta dalam persidangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan
permohonan penetapan keahliwarisan Pemohon sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam
kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan
sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini Rubiah binti Ismail
telah meninggal dunia karena penyakit kanker ovari pada tanggal 21 Februari
2014 pukul 06.45 Am, dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu
dapatlah ditetapkan bahwa Rubiah binti Ismail sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari
Rubiah binti Ismail tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan,
almarhum Rubiah binti Ismail semasa hidupnya hanya menikah dengan
seorang laki-laki yang bernama MD Safperi bin Jusoh, yang dari pernikahan
tersebut dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yakni Siti Nur Alya binti MD

Safperi ;
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Menimbang, bahwa ketentuan Al Qur’an menyebutkan :

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-
istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar
hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah
dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan
tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
Adapun putusan yang didapatkan adalah sebagai berikut **;

1. Mengabulkan sebagian permohonan pemohon ;

2. Bahwa pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Rubiah binti Ismail
sesuai dengan fakta-fakta di depan persidangan, akan tetapi penetapannya
bersifat tunda atau batal.

3. Pembuktian yang dilakukan pemohon hanya bersifat administrasi saja,
akan tetapi dalam hal pembuktian harta yang dimiliki oleh Rubiah binti
Ismail tersebut, apakah kepemilikan sebelum menikah atau kepemilikan

yang didapatkan setelah menikah belum terbukti

*2 Tuan Arif (Hakim), Wawancara, Kelantantan, 17 januari 2017
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4. Menetapkan bahwa harta yang berupa tanah seluas 20 X 30 M? yang
berada di Trengganu bukanlah bagian kekuasaan Mahkamah Rendah
Syari’ah Negeri Kelantan untuk memutuskan perkaranya.

5. Membebankan kepada pemohon MD Safperi bin Jusoh untuk membayar

biaya perkara ini sebesar RM 55.00.



